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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut ini: 

Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pegungsi dari 

Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sampai sejauh 

ini dipandang masih belum efektif dalam memberikan perlindungan dan 

memberi penganganan yang layak terhadap para pengungsi luar negeri 

yang berada di Indonesia. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam 

memberikan hak-hak yang dimiliki oleh para pengungsi. Selama berada di 

Indonesia para pengungsi tidak mendapatkan hak-haknya, dikarenakan 

Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 

New York 1967. Sampai sejauh ini pemerintah hanya memberikan izin 

tinggal di wilayah Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia belum dapat 

memberikan perlindungan penuh seperti yang tertera dalam Konvensi 

Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. 

Para pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia masih hidup 

dalam keadaan serba keterbatasan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

pokoknya mereka hanya bisa mengandalkan bantuan dari pemerintah, 

Organisasi Internasional terkait, LSM, bahkan masyarakat sekitar, 

sedangkan di satu sisi mereka tidak dapat bekerja karena aturan yang 
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berlaku di Indonesia. Terbatasnya gerak mereka selama di Indonesia, 

membuat banyak dari mereka hidup terlantar, seperti gelandangan. 

Terkait dengan poin penanganan, para pengungsi juga belum 

mendapatkan fasilitas-fasilitas yang layak, terutama terkait tempat 

penampungan mereka selama berada di Indonesia. Berdasarkan Perpres, 

para pengungsi ini ditempatkan di rumah detensi imigrasi ataupun di 

tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah pusat bekerjasama 

dengan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan di lapangan oleh beberapa lembaga pengungsi non-pemerintah, 

tempat-tempat tersebut belum dapat dikatakan layak, karena masih banyak 

dari mereka yang tinggal berdesak-desakan. Distribusi air bersih yang 

tertulis dalam perpres, yang seharusnya disediakan oleh pemerintahpun 

tidak berjalan dengan baik. 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian dan menghasilkan kesimpulan, maka 

penulis dapat memberikan saran baik bagi pihak terkait maupun seluruh 

elemen masyarakat terkait perlindungan dan penanganan pengungsi luar 

negeri yang berada di Indonesia 

1. Meningkatkan pengawasan dari tingkat pemerintah pusat hingga 

daerah terhadap pelaksanaan Perpres No.125 Tahun 2016 ini. Karena 

melihat keadaan di lapangan yang masih terdapat beberapa kendala 

dalam pelaksanaan perpres terkait penunjang hidup bagi para 
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pengungsi, seperti distribusi kebutuhan pokok, air bersih, dan 

kebutuhan lainnya. 

2. Apabila Pemerintah Indonesia ingin meratifikasi Konvensi Jenewa 

1951 dan Protokol New York 1967, maka pemerintah juga harus 

memiliki komitmen penuh terhadap perlindungan pengungsi yang ada 

di Indonesia. Sehingga, ratifikasi tersebut benar-benar menjadi manfaat 

bagi para pengungsi, tidak seperti yang dilakukan beberapa negara 

pihak saat ini yang justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang 

menghambat para pengungsi untuk datang dan tinggal di wilayahnya. 

Karena pengungsi merupakan masalah kemanusiaan yang butuh 

komitmen penuh untuk perlindungannya. 

3. Pemerintah Indonesia harus dapat mengambil sikap tegas terhadap 

UNHCR dan negara-negara pihak Konvensi untuk dapat membantu 

menentukan nasib para pengungsi yang ada di Indonesia ini. 

Pengambilan sikap tegas ini agar para pengungsi bisa mendapatkan 

kepastian kapan mereka akan dikirim ke negara ketiga, dan tidak lagi 

hidup terlantar di Indonesia. 
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